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Kata Pengantar

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) Dinas Sosial Tahun 2019 disusun
berdasarkan Perjanjian KinerjaTahun 2019. LKIP Dinas Sosial Tahun 2019
merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan
penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.
Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur.
Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta

pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran
tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan
kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang
ditetapkan. Diharapkan penyajian LK|jIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk
perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan
berkelanjutandi masa mendatang.

Yogyakarta, 30 Januari 2020
KEPALA DINAS SOSIAL

Agus Sudrajat, SKM.,M.Kes
NIP . 196505301988031006




Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Tahun 2019 ini
merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Sosial yang
memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis.
Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Sosial Tahun 2017-
2022. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi,

kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.
Ringkasan prestasi kinerja Dinas Sosial yang dihasilkan di tahun 2019, dapat

digambarkan sebagai berikut:

a. Sasaran : Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat,dengan
indikator Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial. Capaian kinerja
sampai dengan akhir Bulan Desember 2019 adalah 88,64

b. Inovasi dan prestasi

Di luar indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja Dinas Sosial juga
ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan inovasi dan prestasi yang
diraih. Inovasi yang diwujudkan antara lain:

- Menyempurnakan aplikasi layanan mobil jenazah dan aduan sosial di

Jogja Smart Service

- Pemanfaatan teknologi untuk menyediakan data base penerima manfaat

Program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang valid dan real time.
Sedangkan prestasi yang diraih Dinas Sosial pada tahun 2019 antara lain :

1. Juara Harapan lll Lomba Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kota

Yogyakarta.
2. Juara | LKS Berprestasi Tingkat DIY
3. Juara Harapan lll PSM Berprestasi Tingkat DIY

4. Juara Harapan IIl WKSBM Berprestasi Tingkat DIY



5. Juara Harapan lll Karang Taruna Berprestasi Tingkat DIY
6. Juara | Tingkat Nasional Desain Poster Germas

7. Juara | KUBE Sejahtera Tingat DIY

8. Juara | Pendamping KUBE Tingkat DIY

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui
menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Sosial

ke depan, sebagai berikut:

1. Perlunya sinergi setiap level manajemen untuk berkontribusi memecahkan

masalah

2. Perlunya meningkatkan intensitas komunikasi dan kerjasama dengan para

pemangku kebijakan.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Sosial dalam perbaikan kinerja
di tahun yang akan datang.
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BAB 1

Pendahuluan

Bab 1 Berisi : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
1. Struktur Organisasi ~ Pemerintah  Dinas Sosial Tahun 2019 dilaksanakan
2. Fungsi dan Tugas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
3. Isu Strategis tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
4. Keadaan Pegawai Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor
5. Keadaan Sarana dan 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Prasarana Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
6. Keuangan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
7. Sistematika LKj IP

Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Daerah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang

baik (good governance) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Tahun

2019 diharapkan dapat:

1.

Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Sosial

. Mendorong Dinas Sosial didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik

dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang

transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Sosial untuk

meningkatkan kinerjanya.
Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Sosial di dalam
pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan

masyarakat.



1.1 Struktur Organisasi

Dinas Sosial dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta

Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Yogyakarta.

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan

daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Kepala
Kelompok ;
Jabatan Fungsional Solyetat
|
| 1 1
s Sub Bagian
Sub Bagian Sub Bagian Perencanaan,
i, & Keuangan Evaluasi &
Kepegawaian Pelaporan
| | ]
: E Bidang Advokasi Bidang Data, Informasi
Bldang Pedmdqngan dan Rehabilitasi & Pemberdayaan
& Jaminan Sosial 5 z
Sosial Sosial
| ] —
Seksi Seksi Advokasi Seksi Data &
—| Perlindungan | dan | Informasi Sosial
Sosial Pendampingan
Seksi Jaminan ) | Seksi
— danBantuan | Seksi Rehabilitasi — Pemberdayaan
Sosial Sosial Sosial




1.2 Fungsi dan Tugas

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Susunan
Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas Sosial Kota Yogyakarta
menetapkan bahwa Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan

pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Sosial mempunyai

fungsi :

Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang sosial;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
sosial;

3. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di
bidang sosial;

4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan di bidang
sosial;

5. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum,
kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;

6. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan usulan
pemerintahan di bidang sosial.

1.3 Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut
mampu menemukenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan
tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan
eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi , antara lain

sebagai berikut:
1. Angka PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang dinamis
2. Pemenuhan dan perlindungan hak-hak difabel yang belum optimal

3. Ketersediaan fasilitas umum dan pelayanan publik yang inklusif belum

memadai

4. Peran PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) dalam penyelenggaraan

kesejahteraan sosial belum optimal.



5. Kestabilan data yang masih belum mantap

1.4 Keadaan Pegawai

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kota Yogyakarta
didukung oleh Sumber Daya Manusia baik sebagai ASN maupun Non ASN. Personil
pendukung tersebut antara lain :

Tabel 1.1. Personil Dinas Sosial Kota Yogyakarta

No Uraian Jumlah Personil
1 Aparatur Sipil Negara 52
2 Tenaga Bantuan (Naban) 12
3 Pekerja Sosial 5
4 Penyuluh Sosial 2
5 Tenaga Teknis 27
6 TKSK 14
7 PSM 1.143
8 Pendamping KUBE 15
9 Pendamping PKH 46
10 SAKTI PEKSOS 5




Tabel.1.2. ASN Dinas Sosial Kota Yogyakarta 2019
Menurut Golongan, Pendidikan dan Jenis Kelamin

No Uraian Jumlah
Golongan
1 v 6
2 1] 25
3 Il 18
4 Naban 12
Pendidikan
1 S2 2
2 S1 27
3 Diploma | - 1l 7
4 SLTA 23
5 SLTP
6 SD
Jenis Kelamin
Perempuan 30
Laki - laki 29




1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Tabel.1.3. Sarana dan Prasarana Dinas Sosial 2019

NOMOR SPESIFIKASI BARANG JUMLAH
No.Ser
tifikat/ Ukuran
No.Pab Barang Keadaa
rik/No. Asal/ / n Juml
Nama/ Mer | Rangka Cara Tahun Konstr Barang ah
No Kode Regis | Jenis/B | k/Ty | /No.M Perole Perole uksi (B/KB/ | Bara
Urut | Barang ter arang pe esin Bahan han han (P,S,D) Sat RB) ng Harga (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
02.06.0 | 0000 Lap ESC/ Pembel
1 3.02.02 | 1 Top ESC -/-/- - ian 2003 - bh RB 1 7130000
ECS,
A907
02.06.0 | 0000 /Lapt Besi + Pembel
2 3.02.02 | 1 Laptop | op -/-/- plastik ian 2003 - bh - 1 7910000
ACER
02.06.0 | 0000 ASPI Pembel
3 3.02.02 | 1 Laptop RE/- -/-/- - ian 2018 - bh B 1 6400000
Toshi
ba/T
02.06.0 | 0000 | Note oshi Pembel
4 3.02.03 | 1 Book ba -/-/- - ian 2007 - bh RB 1 7910000
Leno
02.06.0 | 0000 | Notebo | vo/G Pembel
5 3.02.03 | 2 ok 450 -/-/- - ian 2009 - bh KB 1 7422000
Dell
/Insp
02.06.0 | 0000 | Notebo | iron Pembel
6 3.02.03 | 3 ok 140 -/-/- Mika ian 2010 - bh KB 1 7163467,46
Leno
vo/ld
eaPa
02.06.0 | 0000 | Notebo | d Pembel
7 3.02.03 | 4 ok Z370 -/-/- Plastik ian 2011 14 inch bh - 1 6269315,55
SAM
SUN
G/NP
270E
4V-
02.06.0 | 0000 NOTEB K041 Pembel
8 3.02.03 | 1 OO0OK D -/-/- - ian 2014 - bh KB 1 6949397,17
DELL
/INS
PIRO
N
02.06.0 | 0000 | Notebo | 14R Pembel
9 3.02.03 | 1 ok 5437 | -/-/- Plastik ian 2015 - bh KB 1 8583525,68
Dell
/Insp
iron
5437
(Tou
02.06.0 | 0000 | Notebo | CH Plastik Pembel
10 3.02.03 | 8 ok DISP -/-/- besi ian 2015 - bh KB 1 9099727,34




Dell
/Insp
iron
5437
(TOU
CH
02.06.0 | 0000 | Notebo | DISP Plastik Pembel
11 3.02.03 | 9 ok LAY) -/-/- besi ian 2015 bh KB 9099727,34
Dell
/Insp
iron
5437
(Tou
CH
02.06.0 | 0001 | Notebo | DISP Plastik Pembel
12 3.0203 | O ok LAY) -/-/- besi ian 2015 bh KB 9099727,34
DELL
/Insp
iron
5458
(Cor
ei5-
5200
u
02.06.0 | 0000 | NOTEB | Win Pembel
13 3.02.03 | 1 00K 8) -/-/- plastik ian 2016 bh KB 8733491,66
HP
02.06.0 | 0000 | NOTEB | /240 Pembel
14 3.02.03 | 1 OOK G5 -/-/- plastik ian 2016 bh KB 9313665,03
02.06.0 | 0000 | NOTE ACER Pembel
15 3.02.03 | 1 BOOK /- -/-/- - ian 2018 bh B 3950000
02.06.0 | 0000 | Notebo | AXIO elektro
16 3.02.03 | 1 ok 0/- -/-/- nik Hadiah | 2018 bh B 3000000
02.06.0 | 0000 | Notebo | DELL elektro
17 3.02.03 | 2 ok /- -/-/- nik Hadiah | 2018 bh B 4837333
Sams
ung/
Gala
Xy
Tab
Kompu | 27.0
02.06.0 | 0000 | ter Espr Pembel
18 3.02.05 | 1 Tablet esso -/-/- Plastik ian 2012 bh B 3806035,88
ASUS
NOTE X441
Book | MA-
02.06.0 | 0000 GAO
19 3.02.03 | 1 21T BM 2019 bh B 5000000
ASUS
NOTE X441
Book | MA-
02.06.0 | 0000 GAO
20 3.02.03 | 2 21T BM 2019 bh B 5000000
pinjam
LAKTO LEN pakai
02.06.0 | 0000 | P ovo dari
21 3.02.02 | 3 Kemen | 2013 bh KB




22

Sos Rl

hadiah

Note HP dari

Book UN.3 Bagian

02.06.0 | 0000 481 Organi
3.02.03 | 4 sasi 2019 bh B 1

6549120

1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan
fungsi Dinas Sosial pada tahun 2019 berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Pada tahun
anggaran 2019 Dinas Sosial mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp
15.595.283.840,- dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp 3.563.873.824,-
dan belanja langsung sebesar Rp 12.031.410.016. Pada APBD Perubahan 2019,
anggaran tersebut berubah menjadi belanja tidak langsung sebesar
Rp 3.523.558.385 dan belanja langsung sebesar Rp 11.710.500.450 vyang
diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan
langsung dengan indikator sasaran startegis maupun program-program pendukung.
Belanja langsung digunakan untuk membiayai 3 program yang terdiri dari 13
kegiatan.

Dinas Sosial juga mendapatkan dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah
Istimewa Yogyakarta berupa Bantuan Keuangan Khusus (BKK). BKK digunakan untuk
stimulan modal bagi peserta PKH Graduasi.

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial
Kota Yogyakarta tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapaitujuan dan
sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam

pencapaiannya;




2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi
kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang
mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB | PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur
Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Potensi yang menjadi ruang lingkup

PD dan Sistematika penulisan LKj IP.
BAB Il PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan
dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat
sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta

bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.
BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis
akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis
pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan
permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan
diambil.
Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan
realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya
dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk
analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.
Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi
dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu
yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap
mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas
BAB IV PENUTUP
Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang
keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan
dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.
LAMPIRAN



BAB 2

Perencanaan Kinerja

Bab 2 Berisi : |

1. Perencanaan
Strategis

2. Perjanjian Kinerja
2.1 Perencanaan Strategis

Tahun 2019
Memasuki Tahun 2019, Dinas Sosial
3. Rencana Anggaran
Tahun 2019 menyusun Review Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Sosial Tahun 2017-2022. Renstra Dinas Sosial
merupakan manifestasi komitmen organisasi dalam
mendukung visi dan misi Pemerintah Kota
Yogyakarta yang tertuang dalam RPJMD Kota
Yogyakarta Tahun 2017-2022. Sebagai bentuk
pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra
Dinas Sosial Tahun 2017-2022 tidak terlepas dari
kesuksesan  pencapaian target yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode
sebelumnya (2012-2017).

RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan dokumen landasan atau
acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Istimewa
Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 11
Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2017-2022.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah periode lima tahun.Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi
penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Sosial yang harus dilaksanakan
secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Dinas Sosial
Tahun 2017-2022 ditetapkan melalui Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 44
tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta nomor
105 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2017-2022.
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2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah
Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang

selengkapnya dituangkan dalam bagan alir cascade RPJMD Kota Yogyakarta 2017-
2022 sebagai berikut,

Visi

Misi

Sasaran Daerah

Meneguhkan Kota
Yogyakarta  Sebagai
Kota Nyaman Huni
Dan Pusat Pelayanan
Jasa Yang Berdaya
Saing Kuat Untuk
Keberdayaan
Masyarakat Dengan
Berpijak Pada Nilai

Keistimewaan

Meningkatkan Kesejahteraan
dan

Keberdayaan Masyarakat

Kemiskinan Masyarakat
Menurun

Keberdayaan Masyarakat
Meningkat

Ketahanan Pangan Masyarakat
Meningkat

Memperkuat ekonomi
kerakyatan dan daya saing Kota

Ketimpangan Pendapatan Antar
Penduduk Menurun

Yogyakarta Pertumbuhan Ekonomi
Meningkat
Memperkuat moral, etika, dan Gangguan ketentraman dan

budaya
Yogyakarta

masyarakat Kota

ketertiban masyakarat menurun

Meningkatkan kualitas
pendidikan, kesehatan, sosial,
dan budaya

Kualitas pendidikan meningkat

Harapan hidup  masyarakat

meningkat

Peran serta masyarakat dalam
pengembangan dan pelestarian
budaya meningkat

Memperkuat tata kota dan
kelestarian lingkungan

Kesesuaian pemanfaatan ruang
meningkat

Kualitas
meningkat

lingkungan hidup

sarana dan
publik dan

Membangun
prasarana
permukiman

Infrastruktur wilayah meningkat

Meningkatkan tata kelola
pemerintah yang baik dan bersih

Kapasitas tata kelola
pemerintahan meningkat

Sumber : RPJMD Kota Yogyakarta 2017 — 2022

Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022

11




Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan
sesuai tugas dan pokok fungsinya, Dinas Sosial mendukung pencapaian Sasaran
Pemerintah Daerah Kemiskinan Masyarakat Menurun dengan indikator capaian
sasaran Angka Kemiskinan menurun. Selain itu, Dinas Sosial juga berkontribusi
dalam pencapaian sasaran Daerah pendukung yaitu Keberdayaan Masyarakat
Meningkat, Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat, Ketimpangan Pendapatan
Antar Penduduk Menurun, Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
Menurun, Kualitas Pendidikan Meningkat, Harapan Hidup Masyarakat Meningkat,

Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat.
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka
Tujuan Jangka menengah Dinas Sosial selama 5 tahun anggaran adalah :
Meningkatkan penanganan masalah kesejahteraan sosial.

Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak
dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Sasaran Strategis Dinas Sosial

Target tahunan
INDIKATOR
NO SS%S:;AGTS KINERJA SATUAN
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penanganan Indeks - 77 79,04 82,30 85,20 86,20 87,10
masalah Penanganan

kesejahteraa Masalah

n sosial Kesejahteraan
meningkat Sosial
Meningkat

2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya
perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai

tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi.
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Tabel 2.3 Strategi, Program dan Kegiatan

kesejahteraan sosial

meningkat

Perlindungan dan

Jaminan Sosial

NO. SASARAN STRATEGIS PROGRAM KEGIATAN
2 3 4
1 Penanganan masalah Program Perlindungan Sosial

2. Jaminan dan Bantuan

Sosial

Program Advokasi

dan Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial

. Advokasi dan

Pendampingan PMKS

Program Data,
Informasi dan

Pemberdayaan Sosial

Pendataan PMKS dan PSKS

Pemberdayaan Sosial

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi
yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan
indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima
amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja
terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya

yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja,

beserta target kinerja dan anggaran.

RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2019

adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
TAHUNAN
1 2 3 4 5
1 Penanganan masalah Indeks Penanganan - 82,30
kesejahteraan sosial Masalah Kesejahteraan
meningkat Sosial Meningkat

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra,
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2.3

Pada tahun 2019, Dinas Sosial tidak melakukan perubahan target
sasaran pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Yang dilakukan pada
kesempatan tersebut adalah perubahan anggaran.

Rencana AnggaranTahun 2019

Pada Tahun Anggaran 2019 Dinas Sosial melaksanakan kegiatan dengan
anggaran murni sebesar Rp 15.595.283.840,-. dengan rincian Belanja Tidak
Langsung Rp 3.563.873.824,- dan Belanja Langsung Rp 12.031.410.016,-.
Melalui mekanisme perubahan APBD 2019 menjadi Rp 15.234.058.835,-.
dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 3.523.558.385,- dan Belanja
Langsung Rp 11.710.500.450,-.

2.3.1 Target Belanja Dinas Sosial

Tabel 2.5. Target Belanja Dinas Sosial APBD PerubahanTahun 2019

Uraian Target Prosentase
Belanja Tidak Langsung Rp 3.523.558.385,- 100 %
Belanja Langsung Rp 11.710.500.450,- 100 %
Jumlah Rp 15.234.058.835- 100 %

2.3.2

Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsungTahun 2019 Dinas Sosial yang dialokasikan
untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No Sasaran Anggaran Prosentase Keterangan
1 2 3 4 5
1 Penanganan masalah 11.710.500.450 100 % Program teknis dan
kesejahteraan sosial program pendukung
meningkat
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BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2019
Dinas Sosial telah melaksanakan penilaian

Bab 3 Berisi :

1. Capaian Kinerja
Tahun 2019
2. Evaluasi dan Analisis

kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja
Dinas Sosial tahun 2019 yang telah disepakati.

Cometen (e Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja

Sasaran Strategis untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka

dan Capaian Kinerja pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan
Lainnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan
3. Realisasi Anggaran dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil
4. Inovasi pengumpulan data selanjutnya dilakukan

kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai

dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No. | Interval Nilai Realisasi | Kriteria Penilaian Realisasi
Kinerja Kinerja
1. 91<100 Sangat Baik
2. 76 <90 Tinggi
3. 66 <75 Sedang
4, 51<65 Rendah
5. <50 Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh

Dinas Sosial dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan

realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan
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sasaran strategis Dinas Sosial beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai

berikut:
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2019
INDIKATOR KINERJA
NO. | SASARAN STRATEGIS SATUAN | TARGET REALISASI | CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7
1 Penanganan masalah Indeks Penanganan - 82,30 88,64 107,70%

kesejahteraan sosial

meningkat

Masalah Kesejahteraan

Sosial Meningkat

Dari tabel di atas, terlihat jelas hasil kinerja Dinas Sosial. Pada tahun 2019,

Dinas Sosial telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 88,84 Dengan

demikian capaian kinerja Dinas Sosial sebesar 107,70 %.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Capaian Kinerja

Lainnya

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas

Sosial yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan

analisis secara rinci diuraikan sebagai berikut:

3.2.1 Sasaran Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat

Tolok ukur capaian sasaran Penanganan masalah kesejahteraan sosial

meningkat diukur dengan satu indikator. Indikator tersebut yaitu Indeks

Penanganan

Masalah Kesejahteraan Sosial Meningkat. Penjelasan

hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan
NO Sasaran Indikator Formula Indikator
1 2 3 4
1 Penanganan Indeks Penanganan | 40% Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan
masalah Masalah jaminan sosial + 30% Persentase PMKS yang tertangani dengan
kesejahteraan Kesejahteraan Sosial | ;4\ okasi dan rehabilitasi sosial + 30%Persentase PSKS yang aktif
sosial meningkat Meningkat
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Kinerja sasaran Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat

dengan indikator Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial
Meningkat pada tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut:
Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019
No Indikator Sasaran Realisasi 2019 Target Capaian
2018 Target | Realisa % Akhir s/d 2019
si Realisasi Renstra thd target
* (2022) 2022 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Indeks Penanganan Masalah 86,89 82,30 88,64 107,70 87,10 101,77
Kesejahteraan Sosial
Meningkat
Indikator Sasaran tersusun atas capaian indikator program
2 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Rerata persentase PMKS 85,92 82 87,97 107,28 85 103,49
yang memperoleh
perlindungan dan jaminan
sosial secara individu
maupun kelompok/keluarga
3 Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosialisasi
Rerata persentase PMKS 88,73 77 89,58 116,34 87 102,96
yang tertangani dengan
advokasi dan rehabilitasi
sosial secara individu
maupun kelompok/keluarga
4 Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial
Rerata persentase PMKS 86,34 88 88,61 100,69 90 98,45

yang aktif secara individu,

lembaga maupun jejaring

Capaian kinerja Dinas Sosial Tahun 2019 sebesar 88,64, melebihi target yang

ditetapkan yakni 82,30. Capaian tersebut juga lebih tinggi dibanding capaian kinerja

Dinas Sosial pada tahun 2018. Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode

Renstra, capaian tersebut juga lebih tinggi.

Kinerja sasaran Dinas Sosial tercapai disebabkan capaian kinerja program yang

optimal. Informasi dalam tabel diatas menunjukkan seluruh indikator kinerja

program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial telah tercapai. Bahkan capaiannya

melampaui target yang ditetapkan. Bahkan capaian dua program telah melampaui
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target pada akhir periode perencanaan, yakni Program Jaminan dan Perlindungan

Sosial dan Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial. Sedangkan capaian Program

Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial mendekati target akhir tahun 2022,

dengan tingkat capaian 98,45.

Capaian kinerja program yang baik tersebut, didukung oleh kegiatan :

1.

©® N o Uk wN

Kegiatan Jaminan dan Bantuan Sosial
Kegiatan Perlindungan Sosial

Kegiatan Pelayanan di RPLU Budhi Dharma
Kegiatan Pelayanan Anak di RPA Wiloso Projo
Kegiatan Advokasi dan Pendampingan PMKS
Kegiatan Rehabilitasi PMKS

Kegiatan Pendataan PMKS dan PSKS

Kegiatan Pemberdayaan PSKS

Tingginya capaian kinerja Dinas Sosial Tahun 2019 dipengaruhi oleh beberapa

faktor, antara lain :

1.

Tingkat kepedulian dan partisipasi PSKS di Kota Yogyakarta yang cukup baik.
Contohnya, WKSBM (Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat)
yang berbasis di tingkat RW atau kampung. WKSBM yang aktif berusaha
memecahkan permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan terdekatnya.
Hal ini menunjukkan masyarakat yang berdaya. Mereka mengenali
lingkungan beserta permasalahannya dan berupaya untuk mengatasi
permasalahan tersebut.

Koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder kunci yang intensif.
Contohnya dalam penyaluran BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Di
lapangan, banyak ditemukan kasus KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang
tidak dapat memanfaatkan kartu bantuan yang diterimanya. Hal itu
disebabkan saldo bantuan tidak terisi. Dinas Sosial berkoordinasi intensif
dengan Kementerian Sosial dan BNI sebagai penyalur, baik melalui surat
maupun pertemuan langsung. Hasilnya, jumlah KPM vyang dapat
memanfaatkan kartu bantuan meningkat dibanding tahun sebelumnya.
Tahun 2019, penerima BPNT sebesar 13.134 KPM. Sedangkan pada tahun
2018, penerima BPNT sebesar 11.082 KPM.

18



Dari

Penyusunan regulasi yang baik. Misalnya dalam penyaluran bantuan sosial
ASPD (Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas). ASPD merupakan bantuan
sosial yang diberikan kepada penyandang disabilitas atau keluarganya
untuk membantu pemenuhan kebutuhan hidup dasar. Penyaluran bantuan
ini didasarkan pada peraturan walikota. Pada tahun sebelumnya,
ditentukan syarat sebagai penerima bantuan adalah terdata dalam KSJPS
(Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial). Pada tahun 2019, syarat
tersebut diubah menjadi terdata dalam KSJPS dan atau DTKS (Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial) yang sebelumnya dikenal dengan istilah BDT (Basis
Data Terpadu). Perubahan ini dilakukan sebagai upaya memperluas sasaran
penerima manfaat.

Responsivitas petugas atas temuan lapangan. Misalnya dalam penyaluran
bantuan sosial ASLUM (Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin/Terlantar).
ASLUM adalah bantuan sosial yang diberikan kepada lanjut usia
miskin/terlantar untuk membantu pemenuhan kebutuhan hidup dasar.
Syarat sebagai penerima adalah terdata dalam KSJPS (Keluarga Sasaran
Jaminan Perlindungan Sosial). Namun di lapangan, banyak ditemukan kasus
lansia yang miskin/terlantar yang tidak terdata dalam KSJPS. Apabila
menemukan kasus semacam itu, petugas pendamping diminta untuk
melapor kepada pengurus RT/RW agar lansia tersebut diusulkan
dimasukkan kedalam KSJPS. Dengan demikian pada periode selanjutnya
lansia tersebut dapat diusulkan sebagai penerima bantuan.

Mekanisme tambahan untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima
manfaat. Mulai tahun 2019 dilaksanakan Musyawarah BPNT Tingkat
Kelurahan (musykel). Musyawarah menjadi kesempatan untuk mengganti
calon penerima manfaat BPNT yang dianggap tidak berhak dengan data
baru yang lebih berhak dan atau mengusulkan data calon penerima

manfaat baru yang dinilai berhak mendapatkan bantuan BPNT.

penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial berhasil

mewujudkan kinerja yang baik. Program/kegiatan yang dijalankan menunjang

keberhasilan capaian tersebut. Meski berhasil, pelaksanaan program/kegiatan

juga menemui beberapa hambatan antara lain :

Pada Kegiatan Pemberdayaan PSKS, proses regenerasi Karang Taruna yang

tidak lancar mengakibatkan lembaga tersebut tidak dapat aktif
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berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Untuk mengatasi permasalahan ini,
dilakukan pendekatan melalui Lurah dan tokoh masyarakat lainnya.
Diharapkan mereka dapat memotivasi anggota Karang Taruna untuk lebih
berani mengekspresikan diri menjadi motor penggerak lembaga.

2. Upaya-upaya baik yang menjadi pendorong program/kegiatan masih
bersifat sporadis, belum menyeluruh. Untuk mengatasi permasalahan ini,
perlu disosialisasikan kepada pihak internal pengampu kegiatan agar dapat

mengadopsi upaya-upaya baik tersebut.

3.3. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2019 sebesar
93,37% dari total anggaran yang dialokasikan. Dari realisasi tersebut, proporsi
realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 79,58%,
sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 20,42%.
Karena sasaran Dinas Sosial hanya satu indikator, maka seluruh realisasi
anggaran tersebut mendukung capaian sasaran. Jika dilihat dari komponen
indikator, penyerapan anggaran terbesar pada program Jaminan dan
Perlindungan Sosial dengan realisasi anggaran sebesar Rp 4.671.430.784,68
(42,73% dari keseluruhan realisasi). Sedangkan penyerapan terkecil pada
program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial dengan realisasi anggaran sebesar
Rp 1.722.022.938,64 (15,75% dari keseluruhan realisasi).

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan
anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan
penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang
disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2019 telah

mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan
untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan
pada tabel berikut:
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Tabel 3.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2019

Kinerja
Anggaran
No Sasaran Indikator ) % . .
Realisa . Pagu Realisasi Realisasi
Target : Realisa
si r (Rp) (Rp) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Penanganan Indeks 82,30 88,64 | 107,70 | 11.710.500.450 10.933.631.977 93,37
masalah Penanganan
kesejahteraan Kesejahteraan
sosial Sosial
meningkat
Jumlah 11.710.500.450 10.933.631.977 93,37
Total BelanjalLangsung 11.710.500.450 10.933.631.977 93,37

Tabel 3.6 Analisis efisiensi

% Capaian % 5
. .. Tingkat
No Sasaran Indikator Kinerja Penyerapan L.
Efisiensi
(2100%) Anggaran
1 2 3 4 5 6 = (5-4)
1 | Penanganan Indeks 107,70 93,37 6,63
masalah Penanganan
kesejahteraan Kesejahteraan
sosial meningkat Sosial

Analisis Efisiensi

Dari sasaran strategis yang ditetapkan, capaiannya melebihi target yakni sebesar
107,71 %, dengan tingkat efisiensi sebesar 6,63 % (Rp 776.868.472,64). Efisiensi
anggaran diperoleh dengan melakukan perbaikan administrasi penatausahaan

kegiatan dan keuangan, digitalisasi tata laksana dan tata usaha kegiatan.

1. Perbaikan

melakukan konfirmasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan

administrasi penatausahaan keuangan dilakukan dengan

kegiatan. Selain itu, pimpinan meminta kepada Inspektorat untuk

mengaudit laporan keuangan dan pelaksanaan kegiatan. Langkah ini

sebagai upaya menjaga pelaksanaan kegiatan berikut pelaporannya
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mematuhi aturan yang telah ditetapkan, sekaligus dapat mendeteksi
pengeluaran yang tidak perlu.

2. Digitalisasi tata laksana dan tata usaha kegiatan dilakukan dengan
menggunakan aplikasi yang telah dibangun dan berlaku di seluruh unit kerja
Pemerintah Kota Yogyakarta. Misalnya E-Office, SIPKD dan lain-lain.
Digitalisasi ini membuat jalannya kegiatan lebih mudah dan cepat serta
tidak membutuhkan kertas yang lebih banyak dibandingkan pelaksanaan
secara manual.

3.4.Inovasi

Tantangan Global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur

untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber

daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat

memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak

langsung.

Pada tahun 2019 ini, Dinas Sosial telah menginisiasi inovasi, sebagai

berikut:

1.

Pemesanan layanan mobil jenazah melalui aplikasi JSS (Jogja Smart
Service). Fitur ini merupakan upaya mengembangkan pelayanan yang
mengikuti perkembangan zaman. Sebelumnya, layanan mobil jenazah
dapat diakses dengan cara datang langsung atau melalui telepon. Kini,
masyarakat dapat memesan melalui aplikasi JSS yang dapat didownload
melalui playstore. Harapannya, para pengguna layanan semakin mudah
mengakses pemesanan layanan mobil jenazah dan manfat layanan ini

dapat dirasakan oleh kalangan yang lebih luas.

Inovasi aplikasi aduan sosial (Si Dol). Inovasi ini memperbaiki saluran
pengaduan yang sudah ada sebelumnya. Melalui aplikasi ini, aduan sosial
yang disampaikan oleh masyarakat akan dikelompokkan menurut jenis
permasalahan sosial yang diadukan. Dengan demikian, admin pengelola
aduan akan lebih mudah dan tepat dalam meneruskan aduan kepada
pihak pengampu. Harapannya, aduan tersebut akan tertangani dengan

cepat oleh pihak yang tepat.
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Inovasi Gersala (Gerakan Sayang Lansia). Gersala merupakan gerakan yang
bertujuan untuk mewujudkan lansia yang lebih sejahtera berbasis filosofi
“mikul dhuwur mendhem jero”. Tujuan tersebut diwujudkan dengan
mewujudkan kota dan komunitas ramah lansia. Dalam jangka pendek

hingga panjang, yang dilakukan dalam gerakan ini meliputi :
- Optimalisasi peran Komda lansia

- Melaksanakan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan

Pembangunan) tematik lansia
- Optimalisasi potensi lansia melalui dunia usaha
- Menijalin kerjasama dengan perguruan tinggi
- Menyalurkan potensi lansia melalui kegiatan positif
- Membangun kanal informasi

- Pelayanan lansia secara holistik integratif dalam Grisela (Griya
Sejahtera Lansia)

Inovasi pencocokan data PBI JKN dengan data kependudukan. Inovasi ini
dimunculkan untuk mengatasi permasalahan data peserta PBI JKN yang
tidak sesuai dengan kondisi terkini. Yang dilakukan adalah menambahkan
satu tahapan lagi yakni mencocokkan data peserta PBI JKN hasil validasi
dengan data kependudukan terkini. Dinas Sosial mendapatkan hak
terbatas untuk mengakses SIAK (Sistem Administrasi Kependudukan).
Dengan mekanisme ini, peserta PBI JKN yang telah meninggal dunia atau

pindah kependudukan tidak diusulkan kembali.
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BAB 4

Penutup

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Sosial pada

Bab 5 Berisi :

Tahun Anggaran 2019 merupakan tahun ke tiga dari
1. Kesimpulan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2017-2022.

2. Rencana Tindak Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan

LIS partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat
dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk
target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi

dan didukung oleh berbagai pihak.

Dari laporan kinerja Dinas Sosial Tahun 2019, dapat disimpulkan indikator
sasaran strategis yang ditetapkan telah tercapai. Bahkan capaian tersebut telah
melampaui target yang ditetapkan pada akhir periode perencanaan jangka
menengah. Dengan capaian tersebut maka diperlukan langkah tindak lanjut berupa
penentuan target baru yang mencerminkan kinerja yang lebih tinggi. Penentuan

target tersebut dilakukan melalui mekanisme review Renstra.
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Lampiran 1. Struktur Organisasi

Kepala
Kelompok !
Jabatan Fungsional Seletanat
[ |
S Sub Bagian
Sub Bagian Sub Bagian Perencanaan,
Uz & Keuangan Evaluasi &
Kepegawaian Pelaporan
| | |
: ; Bidang Advokasi Bidang Data, Informasi
Bidang Ferhnimgan dan Rehabilitasi & Pemberdayaan
& Jaminan Sosial 5 :
Sosial Sosial
M R— T—
Seksi Seksi Advokasi Seksi Data &
—| Perlindungan il dan | Informasi Sosial
Sosial Pendampingan
Seksi Jaminan Seksi
—{ danBantuan L Seksi Rehabilitasi — Pemberdayaan
Sosial Sosial Sosial -




Lampiran 2. Perencanaan Strategis

Target Sasaran
Indikator . .
Sasaran Metodologi Formula Indikator
Sasaran
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Penanganan Indeks PMKS yang memperoleh 40% Persentase PMKS yang 77,00 79,04 82,30 85,20 86,20 87,10
masalah Penanganan perlindungan dan jaminan sosial memperoleh perlindungan dan
kesejahteraan Masalah terdiri dari : jaminan sosial + 30%
sosial Kesejahteraan - BNPT Persentase PMKS yang
meningkat Sosial - PKH tertangani dengan advokasi dan
- Anak terlantar rehabilitasi sosial +
- Lansia terlantar 30%Persentase PSKS yang aktif
- Santunan kematian
- Orang terlantar Sumber Data
Rerata persentase PMKS yang 80% 80% 82% 84% 85% 85%
PMKS yang tertangani dengan memperoleh perlindungan dan
advokasi dan rehabilitasi sosial jaminan sosial secara individu
terdiri dari : maupun kelompok/keluarga
- KUBE
- Penyandang disabilitas Rerata persentase PMKS yang 70% 70% 77% 83% 85% 87%
- Penyandang sakit jiwa tertangani dengan advokasi dan
- Korban Tindak rehabilitasi sosial secara
Kekerasan/Perempuan Rawan individu maupun
Sosial Ekonomi kelompok/keluarga
- Anak Jalanan dan Gelandangan Rerata persentase PSKS yang 80% 86,80 88% 89% 89% 90%
Pengemis aktif secara individu, lembaga %
maupun jejaring
PMKS yang aktif secara individu,
lembaga maupun jejaring terdiri
dari:
- Karangtaruna
- WKSBM
- LKS
- TSKS
- PSM







Lampiran 3. Perjanjian Kinerja 2019

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS SOSIAL

Ji. Kenari 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Tip. (0274) 515865, 562662, EMAIL :
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE e-mail ; upik@iogjakota.go.id
e s 5

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . BEJO SUWARNO, SH

Jabatan :  Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . H.HARYADI SUYUTI

Jabatan :  Walikota Yogyakarta

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab saya.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 31 Januari 2019




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20198

DINAS SOSIAL
KOTA YOGYAKARTA
No. Sasaran Strategis indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1. | Penanganan masaizah Indeks Penanganan 82,30
kesejahteraan sosial Masalah Kesejahteraan
meningkat Sosial
Program Anggaran Keterangan
Perlindungan dan Jaminan Rp 5244676.174 APBD
Sosial
Advokasi dan Rehabilitasi Rp 1.778.112.638 APBD
Sosial
Data, informasi dan Rp. 2.374.381.779 APBD
Pemberdayaan Sosial
Walikota Yogyakarta
H. HARYADI SUYUT! VUOE

y ki H
. 195903071985031007



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS SOSIAL
J1. Kenari No.56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682,
Fax (0274) 563730
Email : sosial@jogjakota.go.id
HOT LINE SMS : 08122780001 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di
bawah ini :

Nama : Agus Sudrajat, SKM., M.Kes
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Haryadi Suyuti

Jabatan Walikota Yogyakarta

Selaku atasan pihak pertama, selan_]umya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

b 2 SEP 2019

Pihak Kedua,



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS SOSIAL KOTA YOGYAKARTA

No. Sasaran Strategis

(1) (2)

Indikator Kinerja Target |
3) (4)

1 |Penanganan masalah
kesejahteraan sosial meningkat

Indeks Penanganan Masalah | 82,3
Kesejahteraan Sosial

Program
1. Perlindungan dan Jaminan Sosial

2. Advokasi dan Rehabilitasi Sosial
3. Data, Informasi dan Pemberdayaan

Sosial

Pihak Kedua,

Anggaran Keterangan

Rp 4.977.001.525 Perubahan APBD
2019

Rp 1.763.820.000 Perubahan APBD
2019

Rp 2.361.993.000 Perubahan APBD
2019




Lampiran 4. Pengukuran Kinerja

PENGUKURAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH
DINAS SOSIAL

No

Sasaran Strategis

Indikator
Sasaran

Target

Cara
Pengukuran
Indikator
Sasaran

Triwulan IV Ket Program

Realisasi %

Pagu

Triwulan IV

Realisasi

2

3

5

6 7 8 9

10

11

Penanganan
masalah
kesejahteraan
sosial meningkat

Indeks
Penanganan
Masalah
Kesejahteraan
Sosial

82.30%

40% Persentase
PMKS yang
memperoleh
perlindungan
dan jaminan
sosial + 30%
Persentase
PMKS yang
tertangani
dengan
advokasi dan
rehabilitasi
sosial +
30%Persentase
PSKS yang aktif

88.65 % 100.00 - Program
Perlindungan dan

Jaminan Sosial

4.977.001.525,00

4.671.430.784,68

Program Advokasi
dan Rehabilitasi
Sosial

1.753.820.000,00

1.722.002.938,64

Program Data,
Informasi dan
Pemberdayaan

2.361.993.000,00

2.307.100.905,12




Sosial

Faktor Pendorong: Jejaring kerja yang kooperatif
Uraian Permasalahan: Perubahan regulasi yang mendadak di tengah tahun anggaran berjalan

Rencana Tindak Lanjut: Dalam penyusunan Renja 2021 agar memperhatikan hal-hal yang sifatnya uncontrollable.

Yogyakarta,
Kepal

Agus Sudrajat, S
NIP. 196505301




Lampiran 5. Rencana Aksi

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT
DAERAH : DINAS SOSIAL
TAHUN 12019
Target 2019 Target 2019
L Tolok Ukur
No Sasaran Indikator Tw | Tw i Tw Il Tw IV Program/Kegiatan/Keluaran Program/Kegiatan Tw Tw ll Tw I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penanganan Indeks Persentase Penyandang
masalah Penanganan Masalah Kesejahteraan
kesejahteraan | Masalah Sosial (PMKS) yang
sosial Kesejahteraan Program Perlindungan dan memperoleh perlindungan
1 | meningkat Sosial 17,62% | 64,70% | 78,75% | 82,30% | Jaminan Sosial dan jaminan sosial 17,42% 65,00% 80,00%
Perlindungan Sosial 23,74% 58,80% 87,70%

- Gelar Potensi Anak Panti
Asuhan se- Kota
Yogyakarta 1.00 kali 0.00 % 10.00 % 100.00 %

- Dokumen Hasil Evaluasi
Penyaluran Bantuan
Korban Bencana 1.00 dokumen 24.99 % 52.00 % 74.97 %

- Jasa piket Tagana 365.00 hari 24.66 % 49.59 % 74.79 %

- Jumlah Kelompok Lanjut
Usia Potensial yang
mengikuti Desiminasi
Informasi dan
Pengetahuan 8.00 kelompok 15.00 % 35.00 % 100.00 %

- Workshop UEP Lanjut
Usia Potensial 2.00 kali 0.00 % 50.00 % 50.00 %




- Gelar Potensi dalam
rangka Hari Lanjut Usia

Nasional Kota Yogyakarta 1.00 kali 10.00% | 100.00 % 100.00 %
- Workshop Komisi Daerah
Lansia 15.00 kali 45.00 % 80.00 % 87.00 %
- Peningkatan Kapasitas
Tagana, KSB dan
Komunitas 3.00 kali 45.00 % 99.00 % 100.00 %
- Dokumen seleksi
penghuni Rumah
Pelayanan Sosial Lanjut
Usia Budhi Dharma dan
Rumah Pengasuhan Anak
Wiloso Projo 1.00 dokumen 24,99 % 49.98 % 74.97 %
- Workshop Pelopor
Perdamaian 1.00 kali 15.00 % 30.00 % 85.00 %
Pengelolaan Jaminan dan
Bantuan Sosial 24,99% 51,58% 74,97%
- Frekuensi
fasilitasi
penyaluran
bantuan
sosial lanjut
usia terlantar 4.00 kali 24,99 % 52.00 % 74.97 %
- Frekuensi
fasilitasi
penyaluran
Bantuan
Pangan Non
Tunai (BPNT) 12.00 kali 24.99 % 52.00 % 74.97 %
- Frekuensi
fasilitasi
penyaluran
bantuan
Program
Keluarga
Harapan 4.00 kali 24.99 % 52.00 % 74.97 %




(PKH)

- Dokumen
pelayanan
Santunan
Kematian
bagi keluarga
yang memiliki
KMS

1.00
dokumen

24.99 %

49.98 %

74.97 %

- Jasa
Pelayanan
Mobil
Jenazah

12.00 kali

24.99%

51.00 %

74.97 %

- Dokumen
Jenazah
terlantar
yang
dimakamkan

1.00
dokumen

24.99 %

49.98 %

74.97 %

- Dokumen
Penanganan
Orang
Terlantar
yang
kehabisan
bekal dalam
perjalanan di
Kota
Yogyakarta

1.00
Dokumen

24.99 %

49.98 %

74.97 %

Pelayanan Anak di Rumah
Pengasuhan Anak Wiloso Projo

24,99%

55,00%

76,57%

Anak terlantar
yang dilayani

12.00
bulan

24.99 %

55.00 %

76.57 %




Pelayanan di Rumah Pelayanan

Lanjut Usia Budhi Dharma 24,99% 49,98% 74,97%
Lanjut usia
terlantar yang 12.00
dilayani bulan 24.99 % 49.98 % 74.97 %
Persentase
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
yang
tertangani
dengan
advokasi dan
rehabilitasi
Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial sosial 17,76% 60,00% 75,83%
Rehabilitasi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) 18,60% 55,90% 90,28%
1. Penyandang
disabilitas dan
keluarga
penyandang
disabilitas yang
mengikuti
kursus dan
mendapatkan
bantuan modal 55.00
usaha orang 9.00 % 50.00 % 95.00 %
2. Keluarga
penyandang
sakit jiwa yang
mengikuti
pelatihan dan
mendapatkan 95.00
bantuan modal orang 11.94 % 30.32% 83.08 %




usaha serta
pengantaran ke
RSJ

3. Klien
Pemasyarakatan
yang mengikuti
pelatihan dan
bantuan modal
usaha

25.00
orang

1.32%

92.98 %

94.30 %

4. Korban
Tindak
Kekerasan yang
mengikuti
pelatihandan
medapatkan
bantuan modal
usaha

40.00
orang

0.00 %

347 %

100.00 %

5. Anak rentan
hidup di jalan,
gelandangan
dan pengemis
yang mengikuti
pelatihan
keterampilan
dan bantuan
modal usaha

20.00
orang

3.74%

96.26 %

100.00 %

6. Dokumen
Anak jalanan,
gelandangan
dan pengemis
yang
mendapatkan
motivasi

1.00
dokumen

15.00 %

50.00 %

80.00 %




7.Perempuan

Rawan Sosial
Ekonomi yang
mengikuti 20.00
pelatihan orang 1.51% 86.37 % 100.00 %
8. ODHA yang
mengikuti
Penguatan 20.00
Sosial Psikologis orang 93.55 % 93.55 % 100.00 %
9. Masyarakat
yang mengikuti
workshop 60.00
HIV/AIDS orang 93.28% | 100.00 % 100.00 %
10. Masyarakat
yang mengikuti
workshop stop 150.00
pasung orang 81.68 % 81.68 % 100.00 %
11. Sosialisasi
Temu Anak
Terlantar dan 4.00
Keluarga kegiatan 25.00 % 65.00 % 100.00 %
12. Sosialisasi
Temu Anak
Jalanan dan 4.00
Keluarga kegiatan 54.03 % 98.98 % 100.00 %
Advokasi dan Pendampingan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 21,82% 46,37% 68,84%
Dokumen
Komite
Perlindungan
dan Pemenuhan
Hak-hak 1.00
Disabilitas dokumen 24,99 % 52.00 % 74.97 %
Dokumen
penyaluran alat 1.00
bantu bagi dokumen 0.00 % 29.00 % 70.00 %




penyandang
disabilitas
Dokumen
advokasi dan
surat
rekomendasi 1.00
bagi PMKS dokumen 24.99 % 52.00 % 74.97 %
Dokumen
penanganan
dan
rekomendasi 1.00
anak terlantar dokumen 24.99 % 49.98 % 74.97 %
Dokumen
pembinaan dan
pendampingan 1.00
KUBE dan USEP dokumen 24.99 % 52.00 % 74.97 %
Peringatan Hari
Disabilitas
Internasional 1.00 kali 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Dokumen
Pendampingan
SNPA (Standar
Nasional
Pengasuhan
Anak) bagi LKSA
(Lembaga
Kesejahteraan 1.00
Sosial Anak) dokumen 24.99 % 49.98 % 74.97 %
Buku KUBE yang 1.00
tersusun dokumen 0.00 % 20.00 % 65.00 %
Persentase
Potensi dan
Sumber
Kesejahteraan
Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial (PSKS)
Sosial yang aktif 17,76% 69,00% 80,00%




Pendataan PMKS dan PSKS

24,23%

54,76%

83,04%

Data base
Keluarga
Sasaran Jaminan
Perlindungan
Sosial

1.00
dokumen

24.00 %

55.00 %

83.00 %

Data base PSKS

1.00
dokumen

27.00 %

59.00 %

94.50 %

Data base PBI
Jaminan
Kesehatan Hasil
Validasi

1.00
dokumen

26.00 %

52.00 %

82.00 %

Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

(PSKS)

36,88%

53,06%

79,68%

1. Pelatihan
Bimbingan
Sosial Dasar dan
Bimbingan
Sosial Lanjut
bagi Pekerja
Sosial
Masyarakat

2.00 kali

0.00 %

100.00 %

100.00 %

2. Pelatihan
bagi Pengurus
Karang Taruna

1.00 kali

0.00 %

0.00 %

0.00 %

3. Sunatan
Massal HKSN
bagi anak tidak
mampu

1.00 kali

0.00 %

0.00 %

0.00 %

4. Jenis seleksi
PSKS
berprestasi

1.00 kali

100.00 %

100.00 %

100.00 %

5. Optimalisasi
PSKS

5.00 jenis

30.00 %

50.00 %

90.00 %




6. Sosialisasi
dan sinkronisasi
kegiatan bidang
sosial

2.00 kali

100.00 %

100.00 %

100.00 %

7. Dokumen
Pendampingan
LOTA Kota
Yogyakarta

1.00
dokumen

13.21%

33.07%

52.75%

8. Sarasehan
Peningkatan
Nilai-nilai
Kepahlawanan

1.00 kali

0.00 %

0.00 %

0.00 %

Yogyakarta,

Kepala

Agus Sudrajat, SK
M.Kes

NIP.

196505301988031



Lampiran 6. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS SOSIAL

JI. Kenari 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 TIp.(0274)
515865, 562682, EMAIL : sosial@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE e-mail :

upik@jogjakota.go.id

website : www.jogjakota.go.id

TANGGAPAN/TINDAK LANJUT EVALUASI LKJ IP TAHUN SEBELUMNYA

DINAS SOSIAL
No Saran/Rekomendasi Tindak lanjut
1 Renstra, Perjanjian Kinerja, IKU dan | Renstra, Perjanjian Kinerja, IKU dan
Laporan Kinerja agar dipublikasikan pada | Laporan Kinerja dipublikasikan
website Dinas Sosial melalui website
2 Target jangka menengah dalam renstra | Target jangka menengah dalam
yang telah dimonitor pencapaiannya | renstra telah dimonitor
sampai dengan tahun berjalan, agar | pencapaiannya, SOP Review Renstra
dibuat jadwal, mekanisme atau SOP yang | disusun.
jelas tentang mekanisme monitoring
renstra secara periodik
3 Rencana  aksi atas kinerja agar | Rencana aksi atas kinerja telah
menyelaraskan target perjanjian kinerja menyelaraskan  target  perjanjian
kinerja dan memanfaatkan teknologi
informasi (SIM e- Lakip)
4 Mekanisme pengumpulan data kinerja | Telah disusun SOP Pengumpulan Data
agar dibuat berikut tata kalanya Kinerja
5 Laporan kinerja agar menyajikan informasi | Laporan kinerja telah menyajikan

tentang analisis efisiensi penggunaan

sumber daya

informasi tentang analisis efisiensi
penggunaan sumber daya

Kepala Dinas,

Agus Sudrajat, SKM.,M.Kes



mailto:sosial@jogjakota.go.id
mailto:upik@jogjakota.go.id
http://www.jogjakota.go.id/

Lampiran 7 Penghargaan - Penghargaan

1. Juara Harapan lll Lomba Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kota
Yogyakarta.

Juara | LKS Berprestasi Tingkat DIY

Juara Harapan lll PSM Berprestasi Tingkat DIY

Juara Harapan lll WKSBM Berprestasi Tingkat DIY

Juara Harapan lll Karang Taruna Berprestasi Tingkat DIY
Juara | Tingkat Nasional Desain Poster Germas

Juara | KUBE Sejahtera Tingat DIY

© N o v B~ W N

Juara | Pendamping KUBE Tingkat DIY

TAG, B

PENDAMDI




WAL\KOT/\ YOGYAKARTA
aqgam ¢ Dong // hargadan
s

_DINAS SOS SOSIAL

sebagal
PERINGKAT 6
dalam Penilaian Kinerja Penyelenggard Pelayanan Publik Peme! cintah Kota Y Yogyakarta Tahun 2019
oleh Bagian O Organisasi Setda Kota Kota Yogyakart rarta pada Tahun 2019
1 November 2019

yang dlselengw\‘“ an ol
Yogyakarta,

w,m&om YOGYAKARTA



